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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan dapat dimintai Pertanggungjawaban 

Hukum secara Administrasi, Perdata dan Pidana karena UU PDP mengatur 

demikian. BPJS Kesehatan dapat dimintai Pertanggungjawaban Hukum 

Administrasi karena telah melanggar kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi 

administrasi pada pasal 57 UU PDP yaitu peringatan tertulis, penghentian 

sementara kegiatan pemprosesan pribadi, penghapusan atau pemusnahan data 

pribadi dan/atau denda administratif. BPJS Kesehatan dapat dimintai 

Pertanggungjawaban Hukum Perdata apabila subjek data pribadi mengalami 

kerugian karena kasus kebocoran data pribadi tersebut hal ini merujuk pada 

Pasal 12 UU PDP), dengan kerugian tersebut subjek data dapat mengajukan 

gugatan wanprestasi dan PMH dan menerima ganti kerugian atas bocornya data 

pribadi subjek pengguna. BPJS Kesehatan tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum pidana karena kebocoran data pribadi tersebut 

terjadi karena perbuatan dari Kotz (hacker) dan bukan karena BPJS Kesehatan 

meskipun masih dalam tahan pemeriksaan forensik digital.  
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulisan hukum ini, maka 

penulis memeberikan beberapa saran: 

1. Kepada BPJS Kesehatan secepat mungkin mengetahui apa penyebab 

kebocoran data pribadinya, apabila kebocoran tersebut terjadi karena pihak 

internal atau eksternal dan atau karena kelalaian hal tersebut harus 

diungkapkan dengan jelas, karena hal tersebut menyangkut hak privasi 

seseorang dan memberikan pertanggungjawaban hukum secara bijak. PT. 

BPJS Kesehatan diharapkan meningkatkan perlindungan sistem keamanan 

data dengan menggunakan teknologi terbaru mengingat kejahatan internet 

juga semakin berkembang seiring berkembangannya teknologi. 

2. Kepada peserta BPJS Kesehatan lebih bijak lagi dengan penggunaan 

teknologi dan mau belajar lebih lagi untuk memahami teknologi dan bijak 

dalam mengelola informasi dan memverifikasi permintaan informasi serta 

jangan memberikan data pribadi secara sembarang kepada pihak yang tidak 

jelas atau mencurigakan dan laporkan apabila terjadi indikasi yang 

mencurigakan atau indikasi penyalahgunaan data pribadi. 

3. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegakan Hukum hendak Proses 

penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali 

data pribadi apabila terjadi kejahatan intenet (cybercrime) masih sangat 

jauh dari seharusnya, maka kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum 

lebih tegas dan memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus 
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kejahatan internet apalagi terjadinya karena pihak-3 (hacker). Pemerintah 

kiranya dapat membangun pusat keamanan nasional yang profesional agar 

dapat menangani kasus-kasus kebocoran data pribadi dengan optimal. 

Kiranya tidak kalah penting juga pemerintah melaksanakan edukasi akan 

teknologi dan informasi agar meningkatkan kesadaran akan teknologi 

terlebih pada perlindungan data pribadi kepada masyarakat. Pemerintah 

juga dapat mendirikan lembaga yang independen yang dapat mengenakan 

sanksi terutama administrasi terkait pelanggaran data pribadi dan lembaga 

tersebut harus berada diluar lembaga pemerintah agar bisa bebas dari 

konflik kepentingan dan dapat tidak menjadi turut tergugat apabila terjadi 

kegagalan melindungi data pribadi. 
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